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PEMERINT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 17 TAHUN 2OO1

TENTA.NG
PA.JAK PENGGUNMN TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHI,4}.T TUHAN \?NG MAHA ESA
BUPAT| K'EDIR!

'. a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber

Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting bagi

pela!€alaar Pe!']-!er!;.!!ahail dan Peningkatan Pemhangunan

Daerah ;

b. bahwa dengan dengan berlakunya Undang-undang i.tomor 34

Tahun200oientangPerubahanUndangundangNomorlE

Tahun 't997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah' maka

PBraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Keciri Nomor

17 Tahun 1996 tenang Paiak Penerangan Jalan perlu

disesuaikan :

c. bahwa berdaearkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud

dalam huruf a dan b, periu membentuk Peraturan Daerah

tentang Pajak Penggunaan Tenaga Listrik"

- Menimbang

Mengtngat '. 1.

2.

?

Unclang-undang Nenor 1? Tahun 1950 tenhng PembsntJkan

Daerah-daerahKabupatendalarnLingkunganPropinsiJavra

Timur (Lembaren l'lsgara Tahun 1950 Nomor 19' Tambahan

Lembaran Negara Nomor 9);

Undang-rinclang Nomor 49 Prp Tahun i960 tentang Panitia

Urusan Piutang Negara i.Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor

156, Tambahan Lembaran Nega!'a Nomor2104) ;

Undang - undang Nemor 17 Tahun 1997 tenlar':3 Badan

Penyelesaian Sengketa Paiak (Lembaran Negara Tahun 1997

Nomor 4O, Tambahan Lemb'aran Negara Nomor 3684) I
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5.

6.

11.

tz.

4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 ientang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun I9g7

Nomor 41, Tambahan Lembaran N€gara Nomor 3685i ;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997

N+mor42, Tambahan Lembaran Negara Nomor3666) ;

Unciang-undang i.;omor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun iggg Nomor 60, Tambahan

Lembaran Nesara Nomor 3839) :

Undane-undano Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

K,e*a+gan entais Pemer!fitah Plsat dan Oaorah (L€mbaran

Negaia Tahun 13*q9 Non':or 72, Ta#bahan Lembaran Negera
l'!r,rr:+r etl*\.
r lvr r rvr vv-u, i

Unciang-i.;teang Norfior 3.i Tahun 2000 tentang Perubahan

Unciang-unciang Namor i8 Tahun 1#7 ientslng Pajak Daerah

dan Retribu-"i Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Noinor

246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4O4E) ;

Peraturan Menbri Dalam Negeri lriomcr 11 Tahu* 19512

tsntang Pedoman Pernungutan Pajak Penerangan Jalan ;

Feraturan Pemerintah Nomor '19 Tahun 1997tentang Pajak

Daerah (Lembaran Negara fahun 1997 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 369't) ;

Peraturan Pemerlntah Nomqr ?5 Tahun ?@O tentang

Kewanangan Pencerinlah d=n Kew.enangan Propinsi sebagai

Daereh Cte*c;= {ierib=r=n i{egara Tahun 2S0 Nomor 54,

Tambahan Le ibaian i'-Jegara iiiomor 3952) ;

Kepuiusan PrEsiden Nomor- 44 Tahun i ggg tantang Teknik

Penyusunan ?eraiuran Perundangundangan dan Benfuk

Rancangan Undeng-uneiang. Eaneangen Feraturan PemerinAh

dan fianc:irgtn !{eButus3n Presiden :

Keputusa- 3+;s=n-re iv'!e"-t*:.! *aiam Negeri dan Menteri

Pertam=a;':ga- da;'l I;rergi Nomor 7l Tahun 1993 Nomor

2862.1{j8.i1ltvt.FE,''i993 ientang PElaksanaan Pemunguhn

Pajak Fenerangan Jalan Pembayaran Rekening Listrik

Pemerintah Daerah;

t
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14. Keputusan Meileri Dalam Negeri Nomor 170 Tahr,;r 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pemunguhn Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997

tentang Tah Cara Peme!'il$aan di Bidang Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kedi!'! Nomor 2 Tahun 20m

tentaflg Penyidik Pegaw,ai Negsri Sipil di Lingkuqgan
E^-^.i-.^L Lr^L, ,^^t^^ 'J ^)i-iTt?r I lvl lr ract I Nelr,rqy<r$Jl r r\eurll.

Dengan persefujuan

DEWAIV PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAEUPATEN KEOIRI.

iJ?EMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATUMN DAERAH KABUPATEN KEDIRITEiITAi\G PAJAK

PENGGUNAAN TENAGA L|STRIK,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah, adaiah Kabupaten Kediri ;

b. Pemerintah Daerah, adalah Kepata Daerah beserta perangl€t

Daerah Otonsm yang !a!n sebaga! Badan Eksekutif Ba€,rah ;

r. Kanqla l.1aorah arl+l+h Ei r+-li Ka'lirig, | !vt,sr- BVYiB,r eHFgr! r\vvrrri

d. Pejabat, adaiah Fegawai yang diberi tugas tartentu dibidang

perpajakan sesuai F'eraturan Perundang-undangan yang

berlaku ;

e. Badan. adalah suatu bentuk badan useha yang meliputi

Perseroan Te!'batas, Perseroan Kemanditer, Perseroan lsinnya,

Rrr{an I lceha t-.iilik Nanerr atarr l-laorah dcn++n na; ..A dan

bentuk apapun, persekutuan, psriiuiiipillan, firma, kongsi,

koperasi yayasan atau organisasi yang sejeriis, lemEag, , dana

pensiun, benfuk usaha teiap serta bentuk badan usaha iainnya ;

.t6
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f- Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten

Kediri;

g. Perusahaan Llstrik Negara yeng selanjutn-ya disingl(at pLN,

adalah Perusahaan Listrik Negara (persero) Dist!.ibusi Jawa
Yirgtr tr 1^qhann !{a,.liri., ,r V' vsys',v r \vvrr r,

h. Tenaga Lis-.rik bukan PLN, adalah tenaga listrik yang

dibangkiikan dari generator yang digunakan untuk keperluan

industri dan atau bukan industri;

i. Pajak Pencgunaan Tenaga Lisl.ik yang selanjutnya disebut

Pajak, adalah plngutan Daeral'r strs peEgguneen tenaga

Iistrik;

j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Fajai: uniuk

melapod<an perhitungan dan pembayamn Fajak yang

terulang menurut Perafuran Perundang-undangan pereajakan

Daerah ;

k. Surat Setcran Pajak Daerah yang selanjutrrya 4isingkat

SSPD, adalah surat yang digunakan oleh tlJajib Pajak untuk

melakukan pembayaran atau pefiyeioran pajak yang teiutang

ke Kas Daerah atau ke tempai lain yang ditetapi<an oleh

Kepala Daerah ;

L Surat Ketetepan Pajak Saerah -vang s+lanjutnya disingl€t

SKPD, adelah Surat KeputuEan yang menentukan besarnya

jumlah pajak yeng teruteng;

m. Surat Kdeiapan Pajak Daerah Kurang Eayar selanjutrya

disingkai SKPDKB, acialah Surai Keputusan 'iang
menentukan besarnya jumlah pajak yang ierutanq. jumlah

kredit najak jumlah kekurangan pembayamn pe!+l= ;..ajak,

besamya sanksi adminislras!, dan jumlah m?s!h heruc d:=h=ya_r,

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kureng Bal,=i l='-.-'r*n*n
yang selaniutnya disingkat SKPDKBT, acialah surai ke;;;tusan

yang meneniukan tambahan atas jumlah pajak 'ya;g teiah

diietapkan;
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o. Surat Keietapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang seianiutnya

disingkat SKPDLB, adalah surat kepstusan yang menerrtukan

jumlah kelebihan p€mbayaran pajak karena Jumiah kredit

pajak lebih besar dari pajak -vang terutang etau tidak

seharusnya terutang;

p. Surat Ketetapan Pajak Daei.ah Nihil iang selanjuhya disingkat

SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah

pajak yang terutang sama besarnye dongan jurnlah kredit
pajak, atau pajak tidak terutang dan iidak ada kredit pajak;

q. Surat Tagihan Pajak Dae!.ah yang setanjutnya disinght STpD,

adalah s_ural untuk melak_uken teglhan pajak etau scnksi
administrasi berupa bunga da* ata,J d+nda ;

r. Pemeriksaan, adaiah seiangkEian kegiatan untuk ffieficari,

mengumpuikan dan mengolah da.ra dan atau keteranga n iainnya

untuk menguji kepafuhan pemenqhan kewajiban perpa,iakan

dasrah dan untuk tujuan lain dalam rangka meiaksel3kan

ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan Ceerrh ;

s. Penyidikan tindak pidana dibidang parpajakan daeral.:, aCalah

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai

Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk i*,ieacari

serta mengumpulkan buki. yang <iengan bukti itu membuat

terang tindak pidana dibidang Pajak Daerah yang terjadi serta

menemukan te.rsanekanya.

EAP II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasai 2

(1) Dengan nama Pajak Penggunaan Tenasa Listritc dipungut
pejak atas eetlap penggunaan !€.'rage listrlk ;

(2) Obyek Pajak adalah setiap penggune=n t+naga list*k :

(3) Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah penggrunaan tenaga lisirik yang berasa, dari

PLN maupun bukan PLN.



Pasal 3

Dikecualll€n dart obyek pajak adalah :

a. Penggunaan tenaga listrik oleh lnstansi Pemerintah P',r:at dan

Pemerintah Daerah ;

b. Penggunaan tenaga listrik yang berasai dari bukan PLN

dengan kapasitas teriedu yang tidak msmerlukan izin dari

instansi teknis terkait ;

c. Penggunaan tenaga listrik yeng khusus digunakan untuk tempat

ibadah dan untuk kepentingan Eosle,l lainnya.

Pagai .1

(1) Subyek Pajak aciaiah orang pribadi atau badan yang

menggunakan tenaga list!'ik ;

(2) Wajib Pajak adalah orsng Fribadi atau badan yang rnenjadl

pelanggan lisirik dan atau pengguna tenaga listrik.

BAB III

DASAR PENGENMN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

(1) Da$ar Pengenaan Pajak adalah Nllai Jual fenaga L!s:rik;

(?) ItJilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pda eyat (1)

ditd.apkan :

a. Dalam hal ienaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN

dengan pemba-rraran, nilai jual tenaga lisirik adaiah besarnya

tagihan biaya penggunaan listrik / rekening ilstrik ;

b. Dalam hal tenaga lrstrik berasa! dari bukan PLN dengan

tidak dipungui b*yaran, lJilai jual ienaga listrik dihitung

berdasarkan kapasites tersedia cian penggunaan atau

traksiran pe ggunaan iisirik serta harga safuan listrik

yang beriaku cii Daerah.



{3} Harge safuan liskik sebagaimana dimaksuri pada ayat (2)

huruf b ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman

harga safuan yang berlaku untrk pLN.

Pasal 6

Tarif pajek ditetapkan sebagai berikut:

a. Penggunaan teilaga lis{rik yang berasal dari pLN, bukan
untuk industri sEbesEr I % (delapan persen) ;

b. Penggunaan ienaga tistrik yang berasal dari pLN, untrk
industri sebesar 4 % {empat p€rsgn);

c. Penggunaan t€naga lrstr.ik yang berasal rtari bukan pLN,

bukan untuk industri sebesar 4 .06 (empat persen) ;

d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan pLN, untrk
industri seiresar 4 0,6 (empai persen).

BAB IV

W|LAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA

PENGHITUNGAN PAJAK
pasal 7

(1) Pahk yaig toaXang dipungut di Daerah te,npat penggunaan

tenaga listrik;

(2) Besamya pajak terutang dihitung dengan cara mengatikan tarif
sebegaimana dlmaksuC dalam pasal 6 dengafl dasar
pengenaan sebegaimana dimaksud delam pasal 5 ;

(3) Pemr:ngutan pajak dapat dilak-nakan b€ksria sama dengan
PLN.

BAB V
MASA PAJAK. $AAT PAJAK TERUTANG DAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
pasal E

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (setu) bulan
takwim.

a



Pasal g

Palak terurang dalam masa pajak terjadi sejak datorbitkannya

SKPD.

Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listnk bukan
PLN wajib mengisi SPTPD ;

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayai {i) harus diisi
dengan jelas, bsnar dan lengkap;

(3) WaJlb Pajak yang mgnggunakan tenaga listrik pLN, daftar
rekening yang diterbitkan oleh pLN merupakan SpTpD :

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1i harus

disampaikan kepada Kepala Daerahselambat-iambainya

15 (lima belas) hari sefelah irerakhirnya masa pajak ;
t5) E€ntuk, isi dan tata cara pengisian SpTpD ditetapkar oleh

Kepala Daerah.

BAB VI

TATA Cffi/q PERHiTUNGAiJ DAN

PENETAPAN PAJAK

pasal l1

(1) B€ftrasarkan SpTpD sebagaimana dimaksuc! dalam p==al 10
ayat (1). Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan
menerbitkan SKPD ;

(2) Apabila pemungr.rtan pajak bekerja sama dengan pLN,

rekening listrik dipersamakan dengan SKpD ;

(3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada eya! (..] tidak
atau kurang dibayar setelah lewat lyaktu paling la:.i.:e *2+ (tiga
puluh) hari seiak SKPD diterima, dikenaken sanksi
administrasi berupa bunga sebesar Z aA (dua persen)
ssbulan dan ditagih dengan n-,enei.biikan STpD.



Pasal 12

(1i Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana

dimaksud dalam pasa! 10 ayat (1) digunakan untuk

menghitung, memperhilungkan dan menetapkan pajak sendiri

yang terutang;

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tiahun sesudah saat terutangnya

pajak, Kepala Daeraft dapat menerbitkan :

a. SKPDKB;

b, SKPBKBT;

e. SKPDN.

(3) EKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat i2) =*ruf a
diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keteranqan lairr

pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, cjike,rakan

sanksi admlnishasl berupa bunga sebesar 2 % (ctua 
==rsan)

sebulan dihitunE dari pajak yang lilrang atau te{=mbat

dibayar untuk waHu paling lama 24 (dua pulrh +:"npat)

bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

b. Apabiia SPTPD tidak disampaiiran cjaiam jangka .waktu

yang ditentukan dan teiah ditegur secara iertillis,

dikenakan sanksi acipinisirasi berupa bunga sebesar 2 %
(dua persen) $ebular dlhltung da!.i pejak yang lrurang atau

terlambat drbayar untuk ja.gke waldu Baling lama ?4 (dua

puluh empat) bulen dihliung sej=;< =a=t terutangnya

pajak;

c. Apabiia kewajiban mengisi SPTPD tieiak dipenuhi, pajak

yang ierutang ciihitung secara jabatan, cian <jikenakan

si 'ksi administmsi berupa kenail.en sebesa!. 2E .4 (dua

puluh lima persen) dari pokok pajak ditamb?h sanksi

adrninistrasi berupa bunga 2 oA {dua per'=e*) 
=.:3u!an

dihitung dari pajak yang kurang atau te*ambai =,:eyar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puiuh empat)

bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
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{4) SKPDKBT sEbagaimana dimaksud pada ayat (2) hunrf b
diterbitkan apabila ciiiemukan data baru atau data yang semula

belum ierungkap yang men-vebabkan p€nambahan jumlah pafak

yang terutang, akan dikenat<an sanlrsi administra_r! berupa

kenaikan jumlah pajak sebesar 100 96 {seratus perseil) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut ;

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat it) nuruf c

diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama

besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak iiciak terutang

dan tidak ada kedit pajak;

(6) Apabila kewajiban memba.var pajak teruteng dalara SKPDKB

dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (?i huruf a

rian b tidak aiau tiCak sepenuhnya dibayar dalam .jangka

waktui yang ieiah ciiteniukan. diagih dengan meflerbitkan

STPD ditamirah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 c',lo

(dua persen.) sebulan ;

(7) Penambahan jumlah paJak yang terutang sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Paiak

rnelaporkan sendiri sebeism diiakukantindakan pemeriksaan.

t AE Vll

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain

yang ditunjuk oleh Kepala DaErah sasuai waktu yang

ditEntukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan

$TPD:

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang

ditunjuk, hasi! penerimaan harus d!seto!. ke f(as Daerah

selambatlambatny,a '! x 24 iam atau dalam waktu yang

ditentukan oleh Kepala Daerah;

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dilakukan dengan !,nenggunaican SSFD-
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(1) Pomirayaran pajak harus ciilakukan sekaligus atau lunas;

(2) Kepala Daerah ciapat memberikan persefirjuan kepada WaJlb

Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu

te!'tentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;

(3) Angsuran pembayaran pajak s-ebagaimana Cimaksud pada

ayat (2), harus dilakukan secaia teratur dan berturut-trrut

dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dtia persen) sebulan

dari jumlah pajak yang belum ahu kurang dibayar;

$t Kepah Daerah dapat memberikan persetujuan keoaCa Wajib

Pajak untuk menunda p€mbayeran pajak sampai baiaa waKu
yang ditentukan setelah rnemenuhi persyaratan yang

ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen)

sebulan dari jumlah pajakyang belum atau kurang tiiba.yar:

(5) Persyaratan untuk dapai mengangsur dan menunda

psmbayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan

penundaan sebagalmana dinnaksud pacta ayat (2) dan ayat (4),

ditetapkan oleh Kepala Deerrh.

Pasal 'i5

(1)Seliap pembayaran pajak sebagaimana dirnaksud dalam pasal

14 diberikn tanda buldi Demba-va!.an dan dicaEt dalam buku
pgnerimaan;

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda buHi pemb=yarar.: j== buku
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayai (1),

ditetapkan oieh Kepaia Daarah.

BA B VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

(1) Surai feguran atau Surai Feringaian atau surat lain yang

sejenis sebagai awai iindakan peiaksanaan penagihan pajak

dikeluarkan 7 itujuni hari sejak saat jaruh tempo pembayaran;

I

I
i
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(2) Dalam jangka waHu 7 (tu3uh) hari setelah ianggai Surat

Teguran atau Surat Peringatan aiau surat lain yang sejenis,

WajiD Pajak harus melunasi pajak yang terutang;

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau su!'at lain yang sejenis

sebagaimana dinaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh

Pejabat.

Pasal 17

{1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dllunasl

dalam jangka waldu sebagaimana ditentukan da!a$ Surat

Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang 
=-jjenis.

jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Faksa;

(2) Pejabat menerbitkan Surat Faksa segera seieiah iew-at 2J

(dua puluh satu) hari sejak tanggai Surat Teguran atau

Surai Peringatan atau surat lain )rang 6ejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi Caiam jangka

walf.u 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberiiahuan Surai paksa,

Pg'abat segera menerbitkan Surat Ferintah Mehksanakan

Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilekukan penyiban dan VtJajib Pajek belum juga melunasi

utang pajaknya, setaiah lewat 10 {sepi:luh} hac sejak tanggal

pelaksanaan Surat Perintah &foiaksanakan Penyltaan, pejabat

mengajukan permintaan penetapan ianggal pelelangan kepada

Kantor Lehng Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara mendapkan hari, tanggai, ja:a dan

tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita membsrifEhui(an cj€ngan

segera s€cara terfulis kepacia Wajib Pajak.
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Pasal 21

Bentuk, jenis dan lsi formulir yang dip€rgunakan unfuk pelaksanaan

penagihan pajak daerah ditetaplGn oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGUMNGAN, KERINGAi,IAN DAN

PEMEEBASAN FAJAK

Pasal 22

(1) Kepla Daera!: berCasarkan permeh$na! Vlr{ib Pajak dapd
memb€rlkcn pengurangan, l.:eringanan dan pembebasan pajak;

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan

pembebasan pajak sebagaimana dinraksud pada avat (l),
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAts X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,

PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSA,N

ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Kepala Daerah karene j?flaEn atau alas permohonar WaJib

Pajak dapat :

a. msmbetulkan SKPD et+u SKPDKB atau SKPDKBT atau

STPD yang dalam penerbitrannya ter.dapat kesalahan tlli$,

kesalahan hitung, dan aiau kskeiiruan dalam p€n€rapan

peraiuran perundanq-undangan oeroajakan daerah;

b. membatalken aku rne-ngurangkan !.€tehpan pajak yang

tidak benar;

c. mengurangkan atau menghapusk€n sanF:si aCt"l:xistrasi

berupa bunga, denCa dan kenaikan pajak 'yang terutang

dalam hal sanksi tgrsebut dikEnakan karena kei:hilafan

Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
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{2) Permohonan pembeiulan, pembatalan pengurEngan ketetapan

dan penghapusan atau pengurangan sanksi adminiskasi atas

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STpD s€bagaimana

dimal$ud pada ayat (1) har.us disampaikan secara terulis
oleh Wajib Pajek kepada Kepaia Daerah, atau p€jabat

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STpD dengan

memberikan alasan yang jelas;

(3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama (tiga) buian sejak

sunrt permghonan sebagaimana dimaksud paCa a,..at (2)

diterima, Eudah harus memberikan keputusan;

(4) Apabila setelah leqilat waKu 3 (tiga) bulan sebag=;mana

dirnaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau pejabai tidak
memberikan keputusan, permohonan pembefu lan, pemb,atalan,

pengurangan ketetapan dan penghaousan atau pengurangan

sanksi administrasi dianggag ciikabuikan.

BAts XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

(1) Waiib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada

Kepala Daerah aHu Pejabat atas suatu:

a. SKPD;

b. SKPDKB:

c. SKPDKBT;

d. SKPDLB;

e. SKPDN.

(flPennohonan keberatan sehgaimarm dirraksud pada a.vat (1)

harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa l*d+nesia
paling lama 3 (tiga) bulan sejal: tsnggat SKPD, EKPDKB,

SKPDKBT, SKPDLB dan SKpDN diterima oteh LiJajib pajak,

keeuali apabila Wajib Pajak ciapat menunjukkan batnrva

jangka wakiu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya ;

a



15

(3) Kepala Daersh atau pejabat dalam jangka waKu paiing rama 12

(dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan

ssbagaimana dimaksud pada ayat (2) ciiterima, sudah

memberikan keputusan ;

(4) Apabila setelah lewat waldu 12 (dua belas) bular: se*+g+;mana

dimaksuC pada ayat (3), Kepala Daerah atau PEjabai tidsk

memberikankepufusan, permohonan keberatan dianggap

dikabulkan;

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak menunda kewajiban memba)'iar pajak.

Pasal 25

() Wajib pajak dapai nrengajukan banciing kepada Badan

Penyelesaian Penyeiesaian Sengketa Pajak daiam 3angka

wakfu 3 {tigai bulan setelah diterimanya keputusan keberatan:

(2) Pengaiuan banding sebagatmana dlmaksud ayat i.,] tidak

menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabih pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud cialam

pa$al 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pa=al 25

dikabulkan sebaglan atau seluruhnya, k-elabihan pembayaran pajak

dikembalikan dengan ditarnbah imbalan bunga sebesar I % (dua

persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh 6mpat) bulail.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
pasa! 27

(1i tArajib Pajak dapat mengajukan permchonan p€flgsniilalisn

kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerai=, Etau

Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-

kurangnya :



a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;

b. Masa pajak ;

c. Besamya kelebihan pembayaran pajak ;

d. Alasan yang jelas.

(2) Kepala Daerah atau Pejabat Calam jangka waKu paling lama

12 (dua belas) bulan sejak diierimanya permohonan

pengembaiian kElebihan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksuci pada ayal ('l) harus memberikan kepufusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberlkan

keputusan. permohonan pengembalian kelebihan p€ffibayaran

pajak dianggap dikabuikan dan SKPDLB harus di terbitran

dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan:

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak iainrrya.

kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud paca ayat

(2) langsung dipeftitungkan untuk melunasi tarteblh dahutu

utang pajak dimaksud;

i5) Pengsmbalian kglebihan pembayaran pajak dilakukan Caiam

waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB

dengan menerbifran Surat Perintah Membayar Kelebihan

Pajak (SPMKfl;

(6) Apahila pengemballen keleblhan pembayaran pajak

dilakukan seteleh lewat v.Eaktu 2 (dua) bulan ssjak

diterbitkennye SKPDLB, Kepala Daereh atEu Pejabat

nremberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen),sebulgn

atas keierlambalan pembayaran keiebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan d+ngan

ur.ang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasai iT ayat

(4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbiiki:an dan

bukti pemindahbukuan juga berlaku sabagai bukti pembayaran.
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BA B XIII

KEDALUWARSA
Pasal 29

(1) Hak untuk metakukan penag;han pajak, kedaluwarsa *teiah
melampaui jangka vraktu S (lima) tahun terhltung sejak saat

terutangnya pajak, kecuali apabila llJajib pajak melakukan

tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

(2) Kedaluwarsa penaglhan pajak sebagaimana dlmaksud pada

ayat (1) tsrtangguh apablle :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa atau;

b. Ada pengakuan utang pa,iak da* ltJajib pa.iak baik langsi.rng

maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaiian

SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap

atau melampirkan keterangan .vang tidak irenar sehingga

merugikan keuangan dae!'ah daeat dioidana dengan pidana

kurungan paling lama 3 {tiga) bulan dan atau denda galing

banyak 2 (dua) k=ii juml=h pejak yeng teruiang;

(2) Wajib Pajak yang ciengan ssngaja tidai< menvampaikan SpTpD
atau mengisi dengan iidak benar atau iidak lengkap
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugilcan

keuangan daerah dapat dipidanc dengan Bldana penja!.a

paling lan:a 3 itiga) bulan dail atau denda paling banyai: 4
(empat) kaii jumlah pajak ygng terutang.
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Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana riimaksud dalam pasal 3O fldak
dituntut setelah metampaui jangka wakt{r 10 (sepuluh) tshun
sejak saat teruEngnya pajak atau berakhirnya Masa pajak.

BAB XV

PEf., YIDiKAN
Pasal 32

(1) Pejabat Pegauai Negert Sipil tsrtentu ditingk--gan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai per:fldik

untuk ntelakukan penyidikan tindak piciana dibi*ang
Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud daiam Unoang_

undang Huftum Acara Pidana yang bedEku ;

(2) Wewenang panyidik sebagaimana dimaksud pada a-vat (i)
adalah:

a. mengrima, mencari, mengumpulkan dan menEliti k8teiangan
atau laporan berkenaan dsngan tindak pidana dibidang
perpajakan cjaerair agar keterangan atau laporan tersehjt
menjadi iengkap eian jeias:

b. menellii. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai

orang p!.ibadi atau badGn tentang kebenaran perbuatan
yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
perpejekan dae,*eh;

c. memin*.a keierangan ejan bahan buKi dari orang priba$i

atau badan sehubungan dengan tindak pidana uibidang
perpajakan daerah;

d. memeriksa buku-buku, calatan-catrtan dan ciskuilen_
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Citi:J3pg
perpajakan daerah;

e. nrelakukan penggeledahan untuk rnendapaikan bahan
buHi pembukuan, peneatatan dan dokumen_cjoitumen iain,
serta melakukan perryitaan terhadap bahan buki iersebut;
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f. meminta banfuan tenaga ahli dalam rangka peiaksanaan

tugas penyidikan findak pidana dibidang perpajakan claerah;

g. menyuruh berhenti, danlaiau melarang soseerang

meninggalkan ruangan atau tempat pacta saat pemeriksaan

sedang berlangsung dan meHeril€a identitas orang

daniatau dokumen yang dibawa sebagaimsna dimalaud
pada huruf e ;

h. memotret sessorang yang berkaitan ciengan tindak pidana

perpajakan ciaerah;

i. memanggil orang untuk dldengar kelerangann-va dan

diperiksa sebagai t6rsangka atau saksi:
j. menghentikanpenyidikan,

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk keia;;;aran
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan erierah

menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ay"! {1i
member,tahukan dimulainya penyidikan dan msn-velT=?ikan

hasil panyidikannya kspada psnur*ut Umum, sesuai *engan
kslentuan yang diatur dalarn Undang-undang Huk,lm Acara

Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan DaErah ini sepanjang

mengenai pelaksanaannya akan diatr.rr lebih lanjut oieh Kepah
Daerah-

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. meka peratura* D:,,erah

Kabupatien Daerah Tingkat ll Kediri Nomor ii Tahun iG*E i=:.is;1g

Pajak Panerangan Jalan dicabut dan dinyatakan .ridak be, iaku
lagi.
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Pasal 35

Peraturan Daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setlap orang dapat rfiengetahuinya, nrcmerintahl(an

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri

pada tanggal 2 Juni 2QQ1

BUPATI KEDIRI

Trd.

Ir. H. SUTRISNO

Diurdangkan di Kediri
padatanggal 2 Juni 2031

SEKRETARIS DA.ERAH

Ttd.

Ir. H. IMAM SANTOSA

LE I",IBARAN DAERA|I KA-qUP.A.TEN KEDIR'
TAHUN 2OO1 NOMOR 5i A SERi A

$!rr5dr .€l!rJ4

NrP. )t(J u)J J4v.

I



T

PENJELASA}.i

ATAS

PERATLIRAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 17 TAHUN 2OOI

TENTA}.TG

PAJA}: PENCCUNAAN TENAGA LISTRIK

I. PENJELASA].I tlMLItuI.

Bahwa dengan berlaicunya Undang-un<iang }iomor -34 Tahrm 2t}il te.lrtang

Pcrubahan atas tlndang-underg Nomor Ig rahun 199? tonang pajak Daoah dan

Rrrtbusi Daerall mafta Perafiran Daer*h Kabupaten Daerah Tingkat tr Kcdiri Nqm{r t7
'v Tahun 1998 tentang Pajak Peraangan Jalan rlipandang sudah tidak sesuai lagi relungga

perlu dirubah dan disesuailian dengan peraturan pur::r&ng-und*rgan 
1.ang bar,;

Sehubungan detrgan hal tersebui maka dalam rangka meningkatkan Pendap*ao

Asli Daerah dari eaktol'pajak dan rmhrk kclancaran dalam pelaksanaan pelrrurgutan

pajak perlu mcnctapkan kcmbali kotentuan tcntang pcmungutan Pajak pcna.gunaan

Tenaga Li$trik yang dilctapfan dalam peraturan Dacrah traru.

II PENJELASAN PASAL DEN{I PASAL.

Pasai I sampai donga.n pasal -35 : Cukup jolas.

oo0 Q Oac 'l


